BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada sebelumnya, maka dapat disimpulkan

dari hasil penelitian sebagai berikut:

1.

Pengaturan mengenai tindak pidana pengeroyokan dalam sistem hukum
pidana di Indonesia diatur melalui Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengeroyokan
didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan
kolektif terhadap seseorang atau benda. Ketentuan ini juga menetapkan
ancaman pidana yang bervariasi sesuai dengan dampak yang ditimbulkan,
mulai dari pidana penjara maksimal 5 tahun untuk pengeroyokan sederhana
hingga hukuman penjara maksimum 12 tahun jika menyebabkan kematian.
Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi para
korban sekaligus upaya untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan

dalam kehidupan masyarakat.

. Pemidanaan dalam menjatuhkan sanksi pidana pada perkara Nomor

3/Pid.B/2026/PN Bjn didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-
yuridis. Aspek yuridis mencakup surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, barang bukti, serta
fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan alat bukti

yang diajukan, hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana
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pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 262 KUHP telah terpenuhi
secara sah dan meyakinkan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan
aspek non-yuridis berupa latar belakang perbuatan, akibat yang ditimbulkan
terhadap korban, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan para
terdakwa. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, hakim
menjatuhkan pidana yang dinilai telah sesuai dengan tingkat kesalahan para

terdakwa, rasa keadilan masyarakat dan tujuan pemidanaan.

B. Saran

Diharapkan agar hakim dalam memberikan hukuman pidana kepada pelaku
tindak pidana pengeroyokan lebih mengoptimalkan pada pertimbangan
mengenai tingkat keterlibatan masing-masing pelaku, dampak yang
ditimbulkan terhadap korban, serta faktor-faktor yang memperberat dan
meringankan, sehingga hukuman yang dijatuhkan bisa benar-benar proposional
dan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta manfaat.
Masyarakat juga harus meningkatkan pemahaman tentang hukum dengan tidak
menyelesaikan konflik melalui cara kekerasan, serta lebih menekankan
penyelesaian masalah melalui prosedur hukum yang ada demi mencegah

terjadinya tindakan pidana pengeroyokan di kemudian hari.
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